BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR  02   TAHUN 2006

TENTANG

PENANGANAN ARSIP DINAMIS INAKTIF TIDAK TERATUR
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa pada Instansi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul banyak terdapat arsip-arsip dinamis inaktif dengan penataan tidak terautr, sehingga kualitas informasi yang dimiliki sangat rendah dan menyulitkan dalam menemukan arsip dimaksud apabila sewaktu-waktu diperlukan;


b. 
bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kearsipan sebagai daya dukung penyelenggaraan tugas suatu Instansi serta untuk menjamin keselamatan arsip dinamis inaktif dimaksud sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, perlu penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penanganan Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;



3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PamerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentng Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;



4.
Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;



5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;



6. 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kabupaten Bantul;



7.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Kabupaten Bantul;



8.
Keputusan Bupati Bantul Nomor 342 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Memperhatikan
:
Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor : SE/01/1981 tanggal 5 Agustus 1981 perihal : Penanganan Arsip Inaktif sebagai pelakasanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENANGANAN ARSIP DINAMIS INAKTIF TIDAK TERATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1.
Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah;



2.
Arsip Dinamis adalah arsip yang amsih digunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas;


3.
Arsip Dinamis Inaktif adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas;



4.
Arsip Dinamis Inaktif Teratur adalah adalah arsip yang semasa aktifnya ditata berdasarkan suatu sistem tertentu dan masih utuh penataannya;



5.
Arsip Dinamis Tidak Teratur adalah arsip yang system penataan pada masa aktifnya sulit dikenali lagi atau tidak disusun berdasarkan suatu sistem tertentu;



6.
Penanganan Arsip Adalah kegiatan pengelolaan arsip dari survei sampai dengan pemindahan ke Pusat Arsip;



7.
Survei Arsip adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi arsip yang akan ditangani;



8.
Fumigasi adalah kegiatan menghilangkan bakteri dan serangga ataupun jasad renik yang terdapat dalam arsip dengan menggunakan bahan kimia;



9.
Skema adalah bagan yang dipergunakan sebagai dasar penataan berkas dan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip;



10.
Non Arsip adalah bahan-bahan dalam bentuk dan corak apapun yang tidak mengandung informasi sebagai naskah dinas bagi pelaksanaan kegiatan instansi;



11.
Duplikasi adalah hasil penggandaan dari arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan arsip aslinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2



Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :


a.
Sebagai pedoman dlam rangka pelaksanaan penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur pada Insansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;



b. 
Tertatanya dan terselamatkannya arsip dinamis inaktif tidak teratur pada Instansi di Lingkungan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kegiatan tugas pemerintahan.

BAB III

TEKNIS PENANGANAN

ARSIP DINAMIS INAKTIF TIDAK TERATUR

Bagian Pertama

Survei Arsip

Pasal 3


(1)
Survei arsip dinamis inaktif dilakukan dengan menggunakan blanko survei;


(2)
Blanko survey sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk mencatat data dan informasi yang diperoleh dari tempat penyimpanan arsip.

Pasal 4


(1)
Data-data yang harus dicatat dalam blanko survei arsip adalah :



a.
Lokasi penyimpanan arsip;



b.
Asal arsip;



c.
Kondisi fisik arsip;



d. 
Jenis fisik;



e.
Kuantitas arsip;



f.
Kurun waktu/usia arsip;



g.
jalan masuk arsip;



h.
Penataan;


(2)
Data-data sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Daftar Ikhtiar Arsip;


(3)
Bentuk blanko Survei Arsip dan Blanko Daftar Ikhtiar Arsip beserta keterangannya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua

Persiapan Penanganan

Pasal 5


(1) 
Pembuatan skema pengaturan arsip digunakan sebagai dasar untuk penataan berkas dan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip;


(2)
Skema sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan prinsip asal-usul dan atau prinsip aturan asli;


(3)
Apabila skema sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat disusun, maka skema disusun berdasarkan struktur organisasi sesuai periodesasi/kurun waktu terciptanya arsip dan atau permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi atau Unit Kerja.

Pasal 6


(1)
Jumlah arsip dan kondisi arsip dapat diketahui melalui daftar ikhtiar arsip;


(2)
Daftar ikhtiar sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk mengetahui prioritas penanganan, sarana, biaya, dan tenaga;


(3)
Prioritas penangan arsip sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan arsip tahun tertua atau arsip yang kondisi fisiknya rusak;


(4)
Sarana dan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :



a.
Kartu pemerian;



b.
Kertas pembungkus;



c.
Boks arsip;



d.
Rak arsip atau roll o pack.

Pasal 7


(1)
Cara menghitung kebutuhan sarana penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur pada Instansi yang memiliki arsip sebanyak 1 m3 = 1 M1 (meter lari); 1 M1 = 100 cm, maka untuk penanganan arsip sejumlah 12 m1 diperlukan :


a.
Kartu Pemerian :




-
Bahan dari kertas HVS atau duplicator ukuran 10 X 15 cm (seperempat dari kertas HVS atau duplicator);




-
1 kartu pemerian digunakan untuk mendiskripsikan arsip rata-rata setebal 1 cm;




-
untuk menangani arsip sejumlah 12 M1 dibutuhkan kertas pemerian sebanyak 12 M1 X (100:1) = 12 X 100 = 1200 kartu;



b.
Kertas Pembungkus bebas asam (Smason/kissing), dengan ukuran sepertiga dari lebar kertas Samsong/kissing :




-
1 rim = 400 lembar X 3 = 1200 lembar;




-
Tebal kertas rata-rata 2,5 cm;




-
Untuk menangani arsip sejumlah 12 M1, dibutuhkan kertas pembungkus sejumlah : 12 M1 X (100:2,5) = 12 X 40 = 480 lembar;


c.
Boks Arsip




-
Terbuat dari karton bebas asam, dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 38 cm dan tinggi 27 cm, dan mempunyai lubang untuk sirkulasi udara;




-
untuk menyimpan arsip sejumlah 12 M1 dibutuhkan boks arsip sebanyak : 12 M1 X 5 X 1 boks = 60 boks;



d.
Rak Arsip atau Roll o pack




-
Terbuat dari metal, dengan panjang 1,06 cm terdiri dari 5 trap, setiap trap berisi 5 boks arsip ukuran 20 cm;




-
Untuk menyimpan arsip 12 M1 dibutuhkan rak sejumlah : 12 M1 = 60 boks; 60 : (5 X 5) = 60 : 25 = 2 rak 2 trap;


(2)
Bagi Instansi atau Unit Kerja yang memiliki arsip dinamis inaktif tidak teratur melebihi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikalikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Membersihkan Arsip

Pasal 8


Membersihkan arsip terdiri atas 2 (dua) cara :


a.
Membersihkan debu yang menempel pada arsip, dengan alat yang tidak merusak kondisi fisik arsip;


b.
Fumigasi, untuk membebaskan arsip dari infektan perusak arsip bagi arsip yang kondisinya buruk, sedangkan bagi arsip yang kondisinya cukup baik cukup dengan kapur barus.
Bagian Keempat

Pemilahan Arsip

Pasal 9


(1)
Pemilahan arsip dilakukan untuk membedakan antara arsip dan non arsip, yang berupa arsip diberkaskan, sedangkan non arsip dan duplikasi yang berlebihan dapat dimusnahkan;


(2)
Pemusnahan non arsip dan duplikasi yang berlebihan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas sepengetahuan Kepala Instansi dengan dibuat laporannya dan disertai daftar non arsip/duplikasi yang dimusnahkan.

Bagian Kelima

Pemberkasan

Pasal 10


Pemberkasan arsip dimasud untuk mengelompokkan atau menggabungkan arsip berdasarkan skema, dengan cara sebagai berikut :


a.
Pemberkasan berdasarkan kesamaan (rubric);


b.
Pemberkasan berdasarkan kesamaan Jenis (serie);


c.
Pemberkasan berdasarkan kesamaan Urusan (dosier).

Begian Keenam

Pendeskripsian

Pasal 11


(1) 
Arsip yang telah diberkaskan dicatat ke dalam kartu deskripsi/kartu pemerian dan dicantumkan :



a.
Nama Instansi atau Unit Kerja Pencipta Arsip;



b.
Kode penulis dan nomor urut kartu;



c.
Isi informasi arsip;



d.
Tahun arsip;



e.
Keterangan kondisi atau implikasi berkas (rusak, tembusan, foto copy, dsb);


(2)
Bentuk Kartu Deskripsi atau pemerian sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pembungkusan

Pasal 12


(1)
Arsip yang telah dicatat, dibungkus dengan menggunakan kertas Samson/kissing;


(2)
Pada bungkus arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan :



a. 
Nama Instansi;



b.
Kode penulis dan nomor urut sementara;


(3)
Bentuk pembungkus arsip sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Bagian Kedelapan

Manuver Kartu dan Manuver Berkas

Pasal 13


(1)
Manuver kartu dimaksudkan untuk menyusun kartu-kartu deskripsi secara sistematis sesuai dengan skema pengaturan arsip dan untuk menggabungkan nomor kartu apabila isinya saling berkaitan;


(2)
Menuver kartu menghasilkan nomor urut definitive sesuai skema pengaturan arsip.

Pasal 14


(1)
Manuver berkas dimasudkan untuk menyusun sistematika penyusunan berkas sesuai penataan kartu pemerian atau deskripsi dan untuk menggabungkan berkas bila isinya saling berkaitan;


(2)
Manuver berkas menghasilkan berkas dengan nomor urut definitive sesuai skema pengaturan arsip.

Bagian Kesembilan

Penyimpanan Berkas

Pasal 15


(1)
Berkas yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam boks arsip dan ditata pada rak arsip atau roll o pack;

(2)
Pada boks arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan :



a.
Instansi atau Unit Kerja pencipta Arsip;



b.
Nomor urut berkas;


(3)
Bentuk boks arsip sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Penyusunan Daftar Pertelaan Arsip

Pasal 16


(1)
Daftar Pertelaan Arsip sekurang-kurangnya memuat :



a.
Nomor urut definitive;



b.
Isi/uraian masalah;



c.
Tahun arsip;



d.
Jumlah;



e.
Keterangan.


(2)
Daftar Pertelaan Arsip sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai sarana atau penemuan kembali dan sarana penyusutan arsip;


(3) Bentuk Daftar Pertelaan Arsip beserta Keterangannya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Pemindahan Arsip Dinamis Inaktif

Pasal 17


(1)
Pemindahan arsip dinamis inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan disertai Daftar Pertelaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilampiri Berita Acara Pemindahan Arsip Dinamis Inaktif;


(2)
Daftar PErtelaan Arsip dan Berita Acara Pemindahan masing-masing dibuat rangkap 2 (dua), lembar kesatu untuk Unit Pengolah dan lembar kedua untuk Unit Kearsipan;


(3)
Bentuk Berita Acara Pemindahan Arsip Dinamis inaktif sebagaimana dimaksud ayat (2) sebaiamana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BAGAN PENANGANAN ARSIP DINAMIS INAKTIF

Pasal 18


Bagan penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur sebagaimana tersebut dalam Lapiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19


Dalam rangka pelaksanaan penanganan arsip dinamis inaktif tidak teratur, agar masing-masing Instansi menganggarkan kegiatan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap Tahun Anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.






Ditetapkan di Bantul






Pada tanggal   25 Feb 2006






BUPATI BANTUL,






M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 25 Feb 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, B.Sc. MMA

          (Pembina Utama Muda, IV/C)

                   NIP. 490017858
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI       -         NOMOR  2  TAHUN 2006
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TANGGAL  25 FEB 2006

SURVEI ARSIP

Keterangan :

Blanko survey arsip tersebut diisi :

1.
Instansi



:
Instansi pencipta arsip atau tempat arsip disimpan


Alamat dan telepon
:
Cukup jelas


Penanggung jawab
:
Pimpinan Instansi atau bagian structural

2.
Lokasi penyimpanan
:
Tempat arsip disimpan


Alamat dan telepon
: 
Cukup jelas


Penanggung jawab
:
Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan arsip

3.
Asal arsip



:
Unit Kerja atau Unit pengolah yang menciptakan arsip


Diterima tahun

: 
Cukup jelas

4.
Kondisi fisik


-
Ruangan


:
Kondisi ruangan penyimpanan arsip

-
Arsip



:
Keadaan arsip, apakah arsip dalam kondisi rusak, kotor, baik, dsb.

5.
Jenis fisik



:
Beri tanda “V” bila termasuk diantaranya

6.
Kuantitas



:
Jumlah arsip yang tersimpan

7. 
Kurun waktu


:
Tahun arsip yang tersimpan

8.
Jalan Masuk


:
Beri tanda “V” pada kolom sesuai kondisi arsip

9.
Penataan



:
Beri tanda “V” sesuai bentuk penataan arsip

10.
Tanda tangan

:
Yang dimaksud adalah penanggung jawab lokasi atau tempat penanggung jawab penyimpanan arsip.

11.
Nama dan tanda tangan
:
Cukup jelas.


Petugas survey

12.
Tanggal



:
Tanggal dilakukan survey.
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M. IDHAM SAMAWI

